KERANGKA ACUAN KERJA (K A K) — PELAKSANAAN KEGIATAN 17.29
(2017)

Kegiatan : Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas Pengelola Keuangan
Daerah
Rujukan, yang meliputi :
a KAK Perencanaan Nomor
b RPIMD : Misi 2 : Terwujudnya tata kelola keuangan daerah secara
profesional, transparan, inovatif dan akuntabel menuju pemerintahan
yang bersih dan berwibawa.
c Renstra SKPD
Misi 1 : Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang
akuntabel, cepat, tepat dan akurat sesuai peraturan yang berlaku
Tujuan 2 :Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban
Latar Belakang
a Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah yang Kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2016
tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017



Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2016 tentang
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bojonegoro

Keputusan Bupati No: 188/56/KEP/412.11/2016 tentang Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro

b Gambaran Umum

Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah yang dibentuk dengan

keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang

mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala

daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari

pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan
kebutuhan

¢ Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan

Sumber Pendanaan
Keputusan Bupati
Tim Anggaran

Tim Teknis

Output : Perda APBD TA 2016, Perda P APBD TA 2016, RKA SKPD, DPA
SKPD, SPD SKPD

Strategi Pencapaian Keluaran

a Metode Pelaksanaan

Merumuskan dan mempersiapkan rancangan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA)

Melaksanakan  pembahasan  kebijakan ~umum  anggaran
bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD

Merumuskan dan mempersiapkan rancangan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk kemudian dibahas

bersama dengan Panitia Anggaran DPRD



Menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

Menyusun dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabarannya

Melakukan  verifikasi rancangan  Dokumen  Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Menelaah dan membahas program dan kegiatan baru yang
tercantum dalam (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran SKPD dalam rangka perubahan APBD
Merumuskan dan  menyusun rancangan kebijakan umum
perubahan APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara
perubahan, menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran
perubahan APBD

Mempersiapkan  rancangan Surat Edaran perihal pedoman
penyusunan RKA-SKPD yang mengacu kepada Perubahan
APBD

Melakukan verifikasi terhadap pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dan antar
rincian obyek belanja

Mempersiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang tata cara
pergeseran anggaran

Mempersiapkan naskah rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

b Jadual Tahapan Pelaksanaan
NO Uraian Kegiatan Bulan

7 1011 ] 12
1) | Uang Saku Rapat X IXIX[X|X[X[IX|X[X]X|X]|X




2) | Honorarium Tim X[ X[ X|X]|X XX X | X
Pelaksana Kegiatan
4) | Penggandaan X[ X[ X|X]|X X X X
5) | Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis PNS
6) | Belanja Narasumber X X X
8) | Pengadaan Modal

Peralatan dan Mesin

Waktu Pelaksanaan

Januari s/d Desember 2016

Spesifikasi Teknis

o Q

Undang — Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD

Petunjuk Teknis Kementrian atau Lembaga terkait Dana Transfer

Peraturan Bupati tentang Standart Satuan Harga

Peraturan Bupati tentang Standaty Biaya Umum

Jaringan Internet yang Stabil

Keamanan Database, Sistem dan Jaringan

kesamaan persepsi atas suatu permasalahan
konsistensi antara RPJM — KUA PPAS — APBD

Biaya yang diperlukan

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Uang Saku Rapat

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Penggandaan

Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis PNS

Narasumber

Pengadaan Modal Peralatan dan Mesin

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

106.000.000
1.924.650.000
4.930.000
30.000.000

349.200.000
20.000.000



9  Penerima Manfaat : Pemerintah, Masyarakat Bojonegoro

10 Monitoring dan Evaluasi : Tersusunnya Perda dan Perbup APBD

Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
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